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KEMENTERIAN LUAR NEGERI. Pengadaan
Barang/Jasa. Prosedur. Pedoman.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 114

Mengingat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
diperlukan Peraturan Menteri Luar Negeri yang mengatur
pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia di
luar negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar
Negeri tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesa di Luar
Negeri;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3882);
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Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruks sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungss Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Esdon |
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2003 tentang Organisas Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri;

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Nomor SK 06/A/OT/V1/2004/01 Tahun 2004 tentang
Organisas dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut
Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan
kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara
keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisas Internasional.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya
disebut dengan Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap,
Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, atau Pejabat Sementara
(Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin
Perwakilan di Negara Penerima atau Wilayah Kerja atau Organisas
Internasional.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di luar negeri adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa Pemerintah yang dipergunakan di luar negeri,
yang prosesnya dimula dari perencanaan kebutuhan sampa
disel esaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pegjabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pgabat yang disamakan pada Institusi lain
Pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetgpkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Pegjabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang ditetapkan oleh KPA, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Kelompok Kerja Pengadaan/Pegjabat Pengadaan adalah kelompok/personil
yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Yyang
melaksanakan pengadaan barang/jasa.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Panitia/Pgjabat Penerima Hasll Pekerjaan adalah panitia/pgabat yang
ditetapkan oleh KPA, bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Kepala Kanselerai adalah Pgjabat Diplomatik dan Konsuler yang paling
tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat
Diplomatik dan Konsuler lainnya yang melaksanakan fungsi koordinasg,
pelaksana diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administras
dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar
Negeri serta bertanggung jawab kepada K epala Perwakilan.

Home Staff adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang
yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar
Negeri.

Pegawai Setempat adalah Pegawal tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar
kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas
tertentu pada Perwakilan.

Masyarakat Indonesia di luar negeri adalah Perhimpunan Mahasiswa dan
Pelgjar Indonesia, Asosias Tenaga Kerja Indonesia, dan kelompok
masyarakat Indonesia lainnya.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Barang adalah setiap benda bak berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan konstruks adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa konsultans adalah jasa layanan profesonal yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagal bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikena luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan

dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profes di bidang
pengadaan barang/jasa.
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Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau
diawas sendiri oleh Perwakilan sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan
yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perseorangan yang
memenuhi syarat tertentu.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetgpkan oleh Kelompok
K erja Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
Swakelola.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memenuhi syarat.

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultans yang
memenuhi syarat.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
Langsung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah untuk
melaksanakan amanat dalam Pasal 114 Peraturan Presiden Republik
Indonessa Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah:

a. untuk memberikan pedoman dan tata cara bagi para pihak yang terkait
dalam proses pengadaan barang/jasadi luar negeri;

b. untuk menjembatani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan
berbaga aturan pengadaan yang berlaku di negara setempat dimana
Perwakilan berada.
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